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Abstrak

Penanganan stunting merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia
untuk mencetak generasi unggul. Upaya ini mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif
yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah
desa. Penanganan stunting di desa ini tidak terlepas dari bagaimana kebijakan tersebut
diterapkan. Tujuan dari studi ini adalah menganalisis implementasi kebijakan penanganan
stunting di Desa Tamansari dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan stunting di Desa Tamansari ini masih
terus berproses. Artinya permasalahan terkait koordinasi, pendanaan dan partisipasi dari
aparatur pemerintah desa maupun stakeholders terkait lainnya masih menjadi permasalahan
utama. Pemerintah Desa Tamansari baru mengakomodir kebijakan penanganan balita
stunting dalam APBDes setelah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tamansari
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa
Tamansari. Namun aktivitas tersebut bukan dalam rangka penanganan balita stunting, tetapi
aktivitas pelayanan kesehatan reguler dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sector-nya.
Faktor pendukung penanganan stunting di Desa Tamansari antara lain dukungan pemerintah
desa, tingkat ekonomi kelompok sasaran bukan termasuk keluarga miskin, sehingga
kebutuhan asupan gizi anak dan ibu sebenarnya dapat tercukupi secara mandiri dan kondisi
lingkungan sosialnya yang baik memperkuat partisipasi masyarakat dalam intervensi gizi
sensitif maupun intervensi gizi spesifik pada penanganan stunting. Sedangkan faktor
penghambat utama terletak pada kurangnya komunikasi dan pengetahuan dari pemerintah
desa dan warga mengenai stunting dan dampak stunting, disusul dukungan anggaran yang
belum memadai untuk penanganan balita stunting.

Kata Kunci: Implementasi, Stunting.

Abstract
Handling stunting is part of the human resource development strategy to produce a superior
generation. These efforts include specific nutrition interventions and sensitive nutrition,
which in their implementation require support from all parties, including the village
government. Handling stunting in this village is inseparable from how the policy is
implemented. The purpose of this study is to analyze the implementation of stunting
management policies in Tamansari Village, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal and
determine the supporting and inhibiting factors. The results of the study shows that the
stunting management policy in Tamansari Village is still in progress. This means that problems
related to coordination, funding and participation from village government officials and other
relevant stakeholders are still the main problems. The Desa Tamansari Government has only
accommodated the policy for handling stunting toddler in the APBDes after the issuance of the
Decree of the Tamansari Village Head Number 5 of 2022 concerning the Establishment of the
Tamansari Village stunting acceleration team (TPPS). Specific nutrition interventions for
health programs for the target group of pregnant women, breastfeeding mothers, newborns,
and infants under the age of two have basically been implemented for a long time through
posyandu activities coordinated by village midwives, posyandu cadres, and family planning
extension cadres. However, these activities are not in the context of handling stunting toddlers,
but regular health service activities with the Health Office as the leading sector. In sensitive
nutrition interventions, there is no intensive coordination between the village government
and the social environment. Supporting factors for the handling of stunting in Tamansari
Village include the support of the village government, the economic level of the target group
not including poor families, so that the nutritional intake needs of children and mothers can
actually be fulfilled independently and good social environmental conditions strengthen
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community participation in sensitive nutrition interventions and nutrition interventions.
specifically in the management of stunting. The main inhibiting factor lies in the lack of
communication and knowledge from the village government and residents regarding stunting
and the impact of stunting, followed by inadequate budget support for handling stunting
toddlers.

Keywords: Implementation, Stunting

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dan sangat menentukan daya saing
sebuah bangsa. Sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi investasi berharga bagi
masa depan. Salah satu persoalan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia adalah
kondisi gizi buruk pada penduduk yang mengakibatkan terjadinya stunting atau tubuh kerdil
pada anak. Sebuah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik yang lebih pendek dari standar
umurnya, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan sebagai indikasi otak dan sel tubuh
anak tidak berkembang optimal. Kondisi ini akan berdampak pada tingkat kecerdasan,
kemampuan kognitif dan kesehatan anak di masa depan.

Penanganan stunting di Kabupaten Tegal ini mencakup dua ruang lingkup utama, yaitu
intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Namun demikian dari hasil pendataan Studi
Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat, angka prevalensi stunting balita di Kabupaten Tegal
mengalami peningkatan. Mendasarkan data SSGI tahun 2021, angka prevalensi stunting di
kabupaten berpenduduk 1,59 juta jiwa ini mencapai 28,1 persen atau meningkat 2,86 persen poin
dari tahun 2019 yang sebesar 25,14 persen. Prevalensi stunting balita di Kabupaten Tegal tahun
2021 ini merupakan yang tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Wonosobo. Kondisi ini
kontradiktif dengan angka prevalensi stunting Jawa Tengah yang secara keseluruhan justru
mengalami penurunan 6,78 persen poin. Angka prevalensi stunting Jawa Tengah tahun 2021
sebesar 20,9 persen atau berkurang dari angka stunting tahun 2019 yang sebesar 27,68 persen.
Padahal Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2019-2020 Kabupaten Tegal menunjukkan
peningkatan dari 70,5 di tahun 2019 menjadi 72,7 di tahun 2020.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mangambil judul penelitian:
"Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Desa Tamansari Kecamatan ]atinegara
Kabupaten Tegal”. Dipilihnya Desa Tamansari sebagai lokasi studi karena desa tersebut memiliki
angka prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Tegal per Juni 2022 dan telah mengalokasikan
anggaran penanganan balita stunting.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun
alasan penggunaan metode ini adalah karena ia lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek
yang dikaji, sebab peneliti langsung mengamati objek yang dikaji di mana peneliti bertindak
sebagai alat utama riset. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam,
yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pada pengumpulan datanya, peneliti menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tamansari Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
Fokus penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa
Tamansari dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasinya. Sasaran
penelitian ini adalah pelaksana kebijakan penanganan stunting di Desa Tamansari Kecamatan
Jatinegara Kabupaten Tegal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa
data kualitatif, di mana analisis datanya melalui proses penelitian menurut Spradley yang
dilaksanakan secara langsung di lapangan bersama-sama dengan proses pengumpulan data
melalui beberapa langkah, antara lain: pengamatan dikriptif, analisis domain, pengamatan
terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen dan analisis tema.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Tamansari tertuang dalam SK Kepala
Desa Tamansari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
di Desa Tamansari. Meski demikian, pemahanan soal penanganan stunting oleh Pemerintah Desa
Tamansari masih rendah sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Pemerintah desa belum
memanfaatkan data balita stunting sebagai panduan dalam merumuskan kegiatan penanganan
stuntingnya. Ditambah kondisi pandemi selama dua tahun di 2020 dan 2021 telah mengarahkan
kebijakan dana desanya lebih banyak untuk penanganan Covid-19 dan bantuan sosial. Sehingga
dengan keterbatasan anggaran tersebut mendorong pemerintah desa mengalokasikan sisa
anggaran yang tersedia untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan mengurangi anggaran
pembangunan kesehatan serta tidak mengakomodir usulan penanganan balita stunting.
Pemerintah Desa Tamansari baru menganggarkan penanganan balita stuntingnya di tahun 2022.
Meski demikian, komitmen Pemerintah Desa Tamansari dalam pembangunan kesehatan
masyarakat sudah cukup baik, terbukti dengan dialokasikannya sejumlah anggaran operasional
layanan posyandu setiap tahunnya sebagai bagian dari pencegahan stunting.

Kepatuhan Pemerintah Desa Tamansari melalui TPPS Desa Tamansari dalam menjalankan
tugasnya melakukan pengelolaan dan pelaporan data stunting ke TPPS Kecamatan sudah berjalan
baik dengan menugaskan petugas datanya lewat bantuan bidan desa. Namun demikian, sejumlah
agenda penting yang seharusnya dilaksanakan pemerintah desa melalui TPPS-nya belum
dijalankan seperti penyusunan rencana kegiatan di tingkat desa untuk meningkatkan
pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam rangka penurunan stunting, rembuk stunting,
publikasi stunting dan review kinerja TPPS.

Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, dengan ditetapkannya TPPS Desa Tamansari,
pemerintah desa telah menempatkan sumber daya manusianya sesuai bidang dan tugasnya
masing-masing. Namun demikian, dari segi kualitasnya masih kurang dan perlu pemahaman lebih
terkait pelaksanaan penanganan stunting. Distorsi informasi mengenai stunting juga ditemukan
pada implementasinya di masyarakat. Pemerintah Desa Tamansari juga sebelumnya telah
menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat yang ini sangat
mendukung dan menjadi bagian dari pelaksanaan penanganan stunting seperti penyediaan
pemberian makanan tambahan, alat ukur, meja dan kursi serta insentif bagi kader kesehatan
posyandu. Implementasi penanganan stunting di Desa Tamansari tersebut masih berorientasi
pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik, belum mengintegrasikan pelaksanaan intervensi gizi
sensitif yang sangat berperan penting dalam membantu mencegah lahirnya balita stunting.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan stunting di Desa Tamansari
ini meliputi, pertama, dukungan pemerintah desa melalui pembentukan TPPS, pengalokasian
anggaran layanan kesehatan posyandu dan penanganan balita stunting. Kedua, kondisi
perekonomian masyarakat Desa Tamansari yang relatif sejahtera mempermudah keluarga
kelompok sasaran dalam menyediakan asupan makanan bergizi. Ketiga, kondisi sosial
masyarakat di Desa Tamansari yang relatif baik mendukung partisipasi masyarakat dalam
penanganan stunting sebagaimana yang dilakukan organisasi kemasyarakatan desa setempat dan
satuan pendidikan PAUD/TK yang terlibat secara langsung dalam penanganan stunting, baik
dalam intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitifnya.

Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan pada implementasi penanganan stunting di
Desa Tamansari ini terletak pada, pertama, komunikasi antar implementor yang tidak berjalan
efektif. Hal ini mengakibatkan jalinan koordinasi antar bidang di dalam TPPS kurang berjalan baik,
cenderung masing-masing. Faktor kedua adalah soal Kurangnya pengetahuan tentang
penanganan stunting baik di level pengambil kebijakan tingkat desa maupun implementor TPPS.
Faktor ketiga adalah dukungan anggaran yang kurang untuk mencukupi kebutuhan penanganan
khususnya balita stunting dalam pemenuhan kebutuhan gizinya secara spesifik.

KESIMPULAN

Kebijakan penanganan stunting di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal
masih terus berproses, artinya permasalahan terkait koordinasi, pendanaan dan partisipasi dari
653



PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY. VOLUME 7 ISSUE 1 TAHUN 2023, Page 651-656

aparatur pemerintah desa maupun stakeholders terkait lainnya masih menjadi permasalahan
utama. Pemerintah Desa Tamansari baru mengakomodir kebijakan penanganan stunting dalam
dokumen APBDes-nya setelah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tamansari Nomor 5
tahun 2022 tentang Pembentukan TPPS Tamansari. Adanya kebijakan terbaru dari kepala desa
tersebut tentunya semakin menguatkan legitimasi kewenangan atau pemberian arah penanganan
stunting di Desa Tamansari sepanjang didukung oleh stakeholders terkait di dalamnya agar
pendanaan maupun intervensinya bisa tepat sasaran.

Faktor pendukung dari penanganan stunting di Desa Tamansari, Kecamatan Jatinegara
Kabupaten Tegal antara lain tingkat perekonomian kelompok sasaran bukan termasuk keluarga
miskin, sehingga kebutuhan asupan gizi anak dan ibu bisa dicukupi secara mandiri. Tinggal
bagaimana memberikan pemahaman atau pengarahan terkait pencegahan dan penanganan
stunting ini. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan penurunan stunting di Desa Tamansari
ini adalah pemahaman dari perangkat desa dan BPD serta dan tingkat kesadaran kelompok
sasaran terkait stunting yang belum memadai.

Solusi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Desa
Tamansari ini harus dilakukan upaya pembinaan secara terus menerus dari stakeholders yang
terlibat langsung maupun tidak langsung untuk memastikan tercukupinya anggaran penanganan
stunting dan memastikan koordinasinya antar implementor di tingkat desa berjalan baik.
Diperlukan pula peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari perangkat desa melalui
pelatihan dan rembuk desa untuk lebih memperkuat komitmen dan keberpihakan pemerintah
desa pada penanganan stunting di wilayahnya. Disamping itu perlu pula adanya komunikasi yang
lebih intens dengan bidan desa, petugas penyuluh KB dan organisasi kemasyarakatan serta
lembaga pendidikan PAUD/TK untuk berbagi ilmu, data, dan pengalaman, serta membangun
sikap saling terbuka. Secara teknis TPPK Desa Tamansari juga masih perlu disosialisasikan agar
masing-masing anggota dalam tim tersebut bisa memahami tugasnya dengan baik. Selain
menambahkan rencana pencapaian target (angka) penurunan stunting dan waktu pencapaiannya
agar bisa berfungsi sebagai panduan pelaksanaan secara terukur, sekaligus pula perlu
ditambahkan elemen keanggotaan dari organisasi kemasyarakatan dan satuan lembaga
pendidikan PAUD/TK.
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